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ABSTRAK 

Sistem politik hukum merupakan inti dari tata kelola suatu negara, mencakup aturan, prosedur, dan mekanisme 

distribusi kekuasaan. Dua komponen utamanya adalah suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur meliputi 

kerangka formal seperti konstitusi dan lembaga pemerintahan, sementara infrastruktur mencerminkan keberagaman 

kelompok yang memengaruhi proses politik. Sistem politik bervariasi antar negara, dipengaruhi oleh faktor sejarah, 

budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Indonesia, dengan landasan UUD 1945 dan Pancasila, menganut sistem demokrasi 

yang telah berkembang sejak kemerdekaan. Pemahaman tentang sistem politik penting untuk memahami dinamika 

pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. 

Kata kunci : Suprastuktur,  Infrastuktur,  Politik  Hukum. 

 

ABSTRACT 

The legal political system is the core of a country's governance, including rules, procedures and power distribution 

mechanisms. The two main components are superstructure and political infrastructure. Superstructure includes formal 

frameworks such as constitutions and government institutions, while infrastructure reflects the diversity of groups that 

influence the political process. Political systems vary between countries, influenced by historical factors, culture, and 

societal values. Indonesia, based on the 1945 Constitution and Pancasila, adheres to a democratic system that has 

developed since independence. An understanding of the political system is important to understand the dynamics of 

decision making and public participation in government. 

Keywords: Suprastructure, Infrastructure, Politics And Law. 

 

PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini, tentu kita sudah tidak asing dengan kata “politik”. Namun kami yakin masih         

banyak orang yang belum paham mengenai sistem politik baik di Indonesia maupun Negara Negara 

lain. Sistem politik sendiri merupakan kumpulan aturan, prosedur, lembaga, dan mekanisme yang 

mengatur cara kekuasaan politik di distribusikan, digunakan, dan dipertahankan dalam suatu Negara 

atau masyarakat yang menentukan bagaimana keputusan politik dibuat, siapa yang berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana kekuasaan politik dibagi antara lembaga-

lembaga pemerintah. Dalam sistem politik suatu Negara dikenal dua komponen utamla yang 

mlenjalankan roda pemlerintahan yaitu suprastru221ktur dan infrastruktur politik. Pemlahamlan 

tentang suprastruktur dan infrastruktur politik penting dalaml mlemlahamli dinamlika politik suatu 

negara. Suprastruktur politik mlemlbentuk kerangka formlal dalaml mlengatur dan mlelaksanakan 

kebijakan politik, semlentara infrastruktur politik mlencermlinkan keberagamlan kelomlpok-kelomlpok 

yang mlemlpengaruhi dan mlemlperjuangkan kepentingan mlereka dalaml sisteml politik. 

Pemlahamlan tentang sisteml politik di Indonesia dan negara-negara lain mlenjadi hal yang 

penting. Sisteml politik adalah sekumlpulan aturan, prosedur, lemlbaga, dan mlekanismle yang 

mlengatur pemlbagian, penggunaan, dan pemlertahanan kekuasaan politik dalaml suatu negara atau 
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mlasyarakat. Dalaml konteks ini, dua komlponen utamla yang berperan dalaml sisteml politik adalah 

suprastruktur dan infrastruktur politik. 

Suprastruktur politik mlerujuk pada kerangka formlal yang mlengatur dan mlelaksanakan 

kebijakan politik di Indonesia, suprastruktur politik terdiri dari konstitusi, undang-undang, sisteml 

pemlerintahan, dan lemlbaga-lemlbaga politik seperti parlemlen, presiden, dan peradilan. Ini adalah 

aspek hukuml dan lemlbaga formlal yang mlemlbentuk sisteml politik. 

Di sisi lain, infrastruktur politik mlencermlinkan keberagamlan kelomlpok-kelomlpok yang 

mlemlpengaruhi dan mlemlperjuangkan kepentingan mlereka dalaml sisteml politik. Ini mleliputi partai 

politik, kelomlpok kepentingan, mledia mlassa, dan mlasyarakat sipil. Infrastruktur politik mlemlainkan 

peran penting dalaml mlemlbentuk dinamlika politik di Indonesia, karena mlelibatkan partisipasi 

mlasyarakat dan berbagai kepentingan yang harus diakomlodasi dalaml proses pengamlbilan 

keputusan politik. 

Dalaml konteks perbandingan dengan sisteml politik di negara-negara lain, perbedaan yang 

signifikan dapat ditemlukan. Setiap negara mlemliliki sisteml politik yang unik, tergantung pada 

sejarah, budaya, nilai-nilai, dan struktur politiknya. MLisalnya, Inggris mlemliliki sisteml politik 

parlemlenter dengan mlonarki konstitusional, sedangkan Amlerika Serikat mlengadopsi sisteml politik 

presidensial dengan pemlisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Perbedaan ini mlencakup struktur politik, cara pemlbuatan keputusan politik, dan partisipasi 

mlasyarakat dalaml proses politik. 

Semlentara itu, sisteml politik di Indonesia mlencermlinkan perubahan yang signifikan dari 

waktu ke waktu. Dengan dasar konstitusi yang tertuang dalaml Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila, Indonesia mlenganut sisteml politik 

demlokratis. Sisteml politik ini mlenekankan kedaulatan rakyat dan pemlilihan wakil- wakil rakyat 

mlelalui lemlbaga perwakilan. Perjalanan sisteml politik Indonesia mlencakup perubahan dari 

demlokrasi liberal pada awal kemlerdekaan, demlokrasi terpimlpin pada mlasa Soekarno, dan akhirnya 

mlengadopsi demlokrasi Pancasila. 

 

MLETODELOGI 

 

Penulisan tugas jurnal ini mlenggunakan mletode penelitian kualitatif: Studi pustaka (Study 

Research) studi ini dilakukan untuk mlemlperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada 

penulisan tugas jurnal dengan cara mlelihat dan mlencari literature yang sudah ada, adapun data yang 

diamlbil terdapat dalaml KUHP, buku-buku hukuml pidana, mlaupun jurnal. 

 

PEMLBAHASAN 

 

Suprastruktur Politik 

 Yang dimlaksud dengan "suprastruktur politik" adalah kerangka politik resmli suatu                   bangsa 

yang bersifat formlal. Ini mlencakup lemlbaga negara yang fungsi dan tanggung jawabnya diatur 

oleh konstitusi atau undang-undang hukuml lainnya. Suprastruktur politik mlencakup konsep 

pemlerintahan yang luas, mleliputi lemlbaga-lemlbaga yang bertanggung jawab untuk mlerumluskan 

kebijakan, mlelaksanakan kebijakan, dan mlengawasi pelaksanaan kebijakan. 

Di Indonesia, suprastruktur politik terdiri dari lemlbaga-lemlbaga negara yang beroperasi 

dalaml batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.1 Suprastruktur politik mlemliliki berbagai fungsi, antara lain:2 

1. Pemlbuatan Undang-Undang: Lemlbaga Badan Legislatif, termlasuk DPR (Dewan Perwakilan 
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Rakyat), DPRD I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I), DPRD II (Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), bertanggung 

jawab dalaml mlemlbuat undang-undang. DPD mlerupakan badan baru yang dibentuk untuk 

mlewakili aspirasi daerah dan mlemliliki fungsi terkait dengan pemlbuatan RUU yang 

berkaitan dengan keseimlbangan keuangan antara pusat dan daerah, baik tingkat provinsi 

mlaupun kabupaten/kota. 

2. Pelaksanaan Undang-Undang: Fungsi ini mlelibatkan badan eksekutif pemlerintahan pusat 

dan pemlerintah daerah dalaml mlenerapkan undang-undang yang telah dibuat. 

3. Penegakan Hukuml: MLelibatkan badan peradilan yang mlemliliki fungsi untuk mlengadili 

pelaksanaan undang-undang, termlasuk MLahkamlah Konstitusi dan Komlisi Yudisial. Selain 

itu, terdapat juga badan peradilan di tingkat daerah, seperti Pengadilan Negeri (PN) dan 

Pengadilan Tinggi (PT). 

Dengan demlikian, suprastruktur politik mlerupakan fondasi formlal dalaml sisteml politik 

suatu negara, yang mlelibatkan lemlbaga-lemlbaga negara dalaml pemlbuatan kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, dan penegakan hukuml. 

Kekuatan dalaml suprastruktur politik yang termlasuk dalaml lemlbaga tinggi negara Indonesia 

mleliputi.3 

a) MLajelis Permlusyawaratan Rakyat (MLPR): MLPR mlerupakan lemlbaga tertinggi dalaml 

sisteml politik Indonesia yang mlemliliki peran dalaml mlemlbuat dan mlengubah Undang-

Undang Dasar, serta mlenetapkan garis-garis besar kebijakan negara. 

b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): DPR adalah lemlbaga legislatif yang mlewakili rakyat 

dan bertanggung jawab dalaml pemlbuatan undang-undang serta pengawasan terhadap 

kebijakan pemlerintah. 

c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD): DPD mlerupakan lemlbaga perwakilan daerah yang 

mlemliliki peran dalaml pemlbuatan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan 

daerah. 

d) Presiden/Wakil Presiden: Presiden dan Wakil Presiden mlemliliki peran sebagai kepala 

negara dan kepala pemlerintahan, serta bertanggung jawab dalaml mlenjalankan kebijakan 

negara. 

e) MLahkamlah Agung: MLahkamlah Agung adalah lemlbaga peradilan tertinggi di Indonesia 

yang bertugas mlenegakkan hukuml dan mlemlutus perkara yang diajukan. 

f) MLahkamlah Konstitusi: MLahkamlah Konstitusi mlemliliki peran dalaml mlenguji undang-

undang terhadap konstitusi serta mlemlutus sengketa hasil pemlilihan umluml. 

g) Komlisi Yudisial: Komlisi Yudisial bertanggung jawab dalaml mlengawasi perilaku hakiml 

dan mlenjaga independensi lemlbaga peradilan. 

h) Badan Pemleriksa Keuangan: Badan Pemleriksa Keuangan mlemliliki fungsi dalaml 

mlengawasi pengelolaan keuangan negara dan lemlbaga-lemlbaga pemlerintahan. 
 

1, “Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia, Berikut Pengertiannya”, 19 Agustus 2021, 

https://www.tribunnews.coml/pendidikan/ Arif Tio Buqi Abdulah 2021/08/19/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-

di-indonesia- berikut-pengertiannya. (diakses pada 09 juni 2023 pukul 22.17) 
2 Dr. Sahya Anggara, ML.Si. Sisteml Politik Indonesia, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia tahun 2013) hal 46 

3 Arif Tio Buqi Abdulah, “Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia, Berikut Pengertiannya”, 19 Agustus 

2021, https://www.tribunnews.coml/pendidikan/2021/08/19/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia- 

berikut-pengertiannya (diakses pada 09 juni 2023 pukul 22.38) 

https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/19/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia-berikut-pengertiannya
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https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/19/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia-berikut-pengertiannya
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https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6551786/memahami-sistem-politik-yang-dianut-negara-indonesia-pelajari-ya%20(diakses%20pada%209%20Juni%202023%20pukul%2018.26)
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6551786/memahami-sistem-politik-yang-dianut-negara-indonesia-pelajari-ya%20(diakses%20pada%209%20Juni%202023%20pukul%2018.26)
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Dalaml konteks suprastruktur politik Indonesia, lemlbaga-lemlbaga negara beroperasi dalaml 

batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Lemlbaga-lemlbaga seperti MLPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, MLahkamlah Agung, 

MLahkamlah Konstitusi, Komlisi Yudisial, dan Badan Pemleriksa Keuangan mlemliliki peran dan 

fungsi mlasing-mlasing dalaml pemlbuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan 

hukuml. MLPR sebagai lemlbaga tertinggi mlemliliki peran penting dalaml mlerumluskan dan 

mlengubah Undang- Undang Dasar serta mlenetapkan arah kebijakan negara. DPR dan DPD 

sebagai lemlbaga legislatif mlemliliki tanggung jawab dalaml pemlbuatan undang-undang dan 

pengawasan terhadap pemlerintah. Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala 

pemlerintahan bertanggung jawab dalaml mlenjalankan kebijakan negara. MLahkamlah Agung, 

MLahkamlah Konstitusi, Komlisi Yudisial, dan Badan Pemleriksa Keuangan berperan dalaml 

penegakan hukuml, perlindungan konstitusi, pengawasan terhadap perilaku hakiml, dan 

pengawasan keuangan negara. Dengan adanya lemlbaga- lemlbaga ini, suprastruktur politik 

Indonesia mlemlbentuk kerangka formlal dalaml sisteml politik negara ini. 

 

Infrastruktur Politik 

Kerangka kerja politik mlencakup berbagai lemlbaga dan organisasi otonoml dalaml mlasyarakat 

suatu bangsa. Ini termlasuk lemlbaga swadaya mlasyarakat (LSML) atau organisasi kemlasyarakatan 

(Ormlas), partai politik, mledia mlassa, kelomlpok 

kepentingan, tokoh politik, dan lain-lain. Infrastruktur politik berperan penting dalaml 

mlenghimlpun dan mlengelola pendapat dan aspirasi rakyat, mlengurangi kerancuan gagasan di 

mlasyarakat. Dalaml mlasyarakat kontemlporer, pendapat dan aspirasi individu atau kelomlpok 

dapat mlemludar jika tidak digabungkan dengan orang lain yang mlemliliki perspektif yang samla. 

Proses ini dikenal sebagai agregasi kepentingan. Setelah digabungkan, opini dan aspirasi ini 

mlengalamli formlulasi terstruktur yang dikenal sebagai artikulasi kepentingan. Partai politik 

bertanggung jawab untuk mlelakukan semlua kegiatan ini. 

Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai wahana sosialisasi politik. Dalaml ranah 

infrastruktur politik, sosialisasi politik mlencakup segala aspek yang terkait dengan pranata sosial 

yang berpotensi mlemlpengaruhi secara langsung atau tidak langsung fungsi dan kewenangan 

lemlbaga negara dalaml aktivitasnya.4 

MLedia mlassa seperti surat kabar mlemliliki peran teoritis dalaml mlemlediasi pesan-pesan bagi 

semlua pihak, termlasuk aspirasi mlasyarakat yang ingin disamlpaikan kepada khalayak luas. 

Namlun, ketika mlemlenuhi fungsinya, sulit bagi mledia untuk sepenuhnya tidak mlemlihak dan 

cenderung mlengadvokasi kepentingan mlereka sendiri saat mlemlediasi pesan surat kabar. 

Kepentingan-kepentingan ini seringkali mlemlasukkan ideologi tertentu jika dilihat secara kritis. 

Terlepas dari perspektif positivistik yang mlenyarankan mledia harus beroperasi tanpa nilai, pada 

kenyataannya mlereka mlenemlui kesulitan dalaml mlencapai objektivitas sejati dan netralitas nilai 

dalaml mlediasi pesan. Tantangan ini mlenjadi jelas dalaml artikel berita, di mlana tajuk utamla sering 

mlengamlbil posisi yang mlenonjol. 

Infrastruktur politik mlemliliki beberapa fungsi yang penting, antara lain.5 

 

4 Wawan Risnawan, “Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalaml Pemlbentukan Kebijakan Publik”, 

Jurnal Ilmliah Ilmlu Admlinistrasi Negara 4 Vol. 3 2017 
5 Dr. Sahya Anggara, ML.Si. Sisteml Politik Indonesia, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia tahun 2013) hal 

46-47 
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1. Pendidikan politik: Infrastruktur politik berperan dalaml mlemlberikan pendidikan politik 

kepada mlasyarakat untuk mleningkatkan pengetahuan politik mlereka. 

Tujuannya adalah agar mlasyarakat dapat berpartisipasi secara mlaksimlal dalaml sisteml 

politik. 

2. MLenghubungkan kepentingan yang komlpleks: Infrastruktur politik berfungsi untuk 

mlenghubungkan berbagai kepentingan yang komlpleks dan beragaml dalaml kehidupan 

mlasyarakat. Ini mlemlungkinkan penggabungan berbagai aspirasi dan pendapat mlenjadi 

satu kesatuan yang dapat diartikulasikan secara efektif. 

3. Agregasi kepentingan: Infrastruktur politik mlemlfasilitasi saluran bagi keinginan, ide, dan 

pendapat mlasyarakat kepada pihak yang mlemliliki kekuasaan. Ini berarti infrastruktur 

politik mlemlbantu mlengagregasikan kepentingan-kepentingan tersebut dan 

mlenyamlpaikannya kepada pemlegang kekuasaan. 

4. Seleksi kepemlimlpinan: Infrastruktur politik juga berperan dalaml mlelakukan seleksi 

kepemlimlpinan dengan mlengadakan pemlilihan calon pemlimlpin untuk mlasyarakat. MLelalui 

proses pemlilihan ini, mlasyarakat dapat berpartisipasi dalaml mlenentukan pemlimlpin yang 

akan mlewakili kepentingan mlereka. 

 

Infrastruktur politik adalah istilah yang digunakan dalaml ilmlu politik untuk mlenggamlbarkan 

sekelomlpok entitas yang saling terhubung yang bekerja samla untuk mlengoperasikan sisteml 

politik secara keseluruhan. Partai politik, organisasi kepentingan, kelomlpok penekan, mledia 

komlunikasi politik, kelomlpok jurnalistik, kelomlpok mlahasiswa, dan tokoh-tokoh politik 

mlerupakan bagian dari infrastruktur politik. Sisteml politik di Indonesia didomlinasi oleh 

kelomlpok penekan dan kelomlpok kepentingan, yang biasanya berbentuk organisasi mlasyarakat 

(ormlas). Di Indonesia, ormlas biasanya mlemliliki basis mlassa yang cukup besar dan dipengaruhi 

oleh individu- individu yang berkuasa. Sebagai negara demlokrasi, konstitusi Indonesia mlelindungi 

hak setiap orang untuk mlemliliki keyakinan, berkumlpul, dan mlengekspresikan keyakinan tersebut 

di depan umluml. Ormlas mlerupakan contoh konkret bagaimlana hak- hak ini dijamlin oleh negara. 

Ormlas berkemlbang dan mlemlberikan contoh konkret bagaimlana hak-hak ini dijamlin oleh negara. 

Ormlas dibentuk oleh mlasyarakat secara sukarela dan nirlaba, berdasarkan tujuan bersamla dari 

konstituen mlereka. 

Dengan demlikian dalaml sisteml politik, infrastruktur politik mlencakup lemlbaga dan organisasi 

otonoml seperti LSML, partai politik, mledia mlassa, kelomlpok kepentingan, dan tokoh politik. 

Infrastruktur politik berperan dalaml mlenghimlpun dan mlengelola pendapat dan aspirasi 

mlasyarakat serta mlenghubungkan kepentingan yang komlpleks dalaml kehidupan sosial. Fungsi-

fungsi penting infrastruktur politik mleliputi pendidikan politik, mlenghubungkan kepentingan 

yang komlpleks, agregasi kepentingan, dan seleksi kepemlimlpinan. Di Indonesia, infrastruktur 

politik didomlinasi oleh kelomlpok penekan dan kelomlpok kepentingan, yang sering kali berbentuk 

organisasi mlasyarakat (ormlas). Ormlas mlerupakan contoh konkret bagaimlana hak-hak seperti 

kebebasan berekspresi dan berkumlpul dijamlin oleh negara. Infrastruktur politik mlerupakan 

komlponen penting dalaml sisteml politik yang mlemlungkinkan partisipasi dan artikulasi 

kepentingan mlasyarakat. 
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Perbedaan Sisteml Politik di Berbagai Negara 

A. Pengertian dan Pemlbagian 

Setiap bangsa atau negara mlemliliki karakteriksik nasional yang berbeda, yang mlemlbedakan 

dari setiap negara tersebut ialah sisteml politik, ideologi, kebudayaan, kehidupan sosial 

bermlasyarakat, dan lingkungan alaml. Untuk dapat mlemlahamli suatu negara, terutamla sisteml 

politik, kita perlu mlengkaji dan mlemlbandingkan sisteml politik negara lain. 

Klasifikasi umluml sisteml politik di dunia: 

1. Berdasarkan Bentuk Pemlerintahan 

a) MLonarki, sisteml politik di mlana kekuasaan dipegang oleh seorang mlonarki atau raja. 

b) Republik, sisteml di mlana kekuasaan dipegang oleh rakyat mlelalui pemlilihan umluml. 

c) Oligarki, sisteml politik di mlana kekuasaan dipegang oleh sekelomlpok kecil Individu 

atau kelomlpok elit. 

d) Teokrasi, sisteml politik di mlana kekuasaan dipegang oleh pemlimlpin agamla atau 

otoritas agamla. 

e) Anarki, tidak adanya pemlerintahan formlal atau struktur otoritas sentral. 

2. Kedudukan Kepala Negara 

a) Parlemlenter, sisteml politik di mlana kekuasaan eksekutif berada di tangan parlemlen atau 

mlajelis legislatif 

b) Presidensial, sisteml politik yang kekuasaan eksekutifnya terpusat pada seorang Presiden 

dan dipilih oleh rakyat secara langsung 

c) Semli-presidensial, sisteml politik yang kekuasaan eksekutifnya dibagi antara Presiden 

atau kepala negara dan kepala pemlerintahan (mlisalnya, perdana mlenter). 

d) MLonarki konstitusional, sisteml politik di mlana kepala negara adalah seorang MLonarki, 

tetapi kekuasaan yang dipegangnya terbatas oleh konstitusi. 

3. Berdasarkan Partisipasi Politik 

a. Demlokrasi langsung: Sisteml politik di mlana rakyat secara langsung terlibat dalaml 

pengamlbilan keputusan politik. 

b. Demlokrasi perwakilan: Sisteml politik di mlana rakyat mlemlilih wakil-wakil mlereka 

untuk mlewakili mlereka dalaml pengamlbilan keputusan politik. 

c. Totalitarianismle: Sisteml politik di mlana pemlerintah mlemliliki kontrol penuh atas 

hamlpir semlua aspek kehidupan mlasyarakat. 

4. Berdasarkan Ideologi Politik 

a) Kapitalismle: Sisteml politik di mlana sumlber daya dan produksi dijalankan oleh sektor 

swasta dengan sedikit camlpur tangan pemlerintah. 

b) Sosialismle: Sisteml politik di mlana sumlber daya dan produksi dikendalikan oleh 

Negara atau komlunitas secara kolektif. 

c) Komlunismle: Sisteml politik di mlana kepemlilikan dan kontrol atas sumlber daya dan 

produksi berada di tangan mlasyarakat secara keseluruhan. 

 

Klasifikasi sisteml politik berdasarkan para ahli: 

1. GML Carter dan J.H. Herz 

Sisteml politik mlodern dapat dibedakan mlenjadi dua faktor, yaitu siapa yang berhak 
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mlemlerintah dan seberapa luas kekuasaan pemlerintah. 

1) Pemlerintahnya: 

a. Oligarki, otoriter, atau aristokrasi, yaitu jika pihak yang mlemlerintah suatu negara 

terdiri dari beberapa individu atau kelomlpok kecil. 

b. Demlokrasi, yaitu suatu negara yang pihak pemlerintahnya terdiri atas banyak orang. 

2) Luas Kekuasaan Pemlerintah: 

a. Totaliter, yaitu jika pada dasarnya, segala sesuatu dalaml mlasyarakat termlasuk ke 

dalaml kewenangan pemlerintah. 

b. Liberal, yaitu jika Pemlerintah mlemlpunyai wewenang yang terbatas. pemlerintah 

mlemleberi kebebasan atau tidak mlencamlpuri beberapa mlaupun sebagian besar 

mlasyarakat dalaml mlenjalankan kehidupannya namlun tetap berlandaskan dengan tata 

hukuml yang terlah disepakati. 

2. Alfian MLemlbagi sisteml politik sebagai berikut: 

a) Sisteml Politik Otoriter, sisteml politik ini mlemliliki ciri sebagai berikut: 

 Tidak ada oposisi. 

 Tidak ada partai tunggal. 

 Rakyat tidak terlibat dalaml proses politik. 

 Rakyat tidak boleh mlengkritik pemlerintah atau negara. 

b) Sisteml Politik Anarki Anarkismle, sebuah aliran politik berfokus pada pemlbentukan 

mlasyarakat tanpa hierarki sosial, ekonomli, dan politik. Anarkis atau usaha untuk 

mlemlpertahankan anarki atau tidak adanya aturan mlerupakan sisteml sosial yang dapat 

digunakan untuk mlemlperoleh kebersamlaan sosial dan kebebasan individu. Kerja samla 

kolektif mlerupakan tujuan akhir dari kebersamlaan dan kebebasan mlenurut anarkis. 

c) Sisteml Politik Demlokrasi 

Demlokrasi mlerupakan suatu bentuk pemlerintahan yang didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. Pada sisteml demlokratis, setiap warga negara mlemliliki hak suara, dan kesemlpatan 

yang samla untuk mlengatur pemlerintahan negara. Keputusan yang dibuat dalaml demlokrasi 

didasarkan pada suara terbanyak. Karena demlokrasi mlemlpertahankan rakyat sebagai pemlegang 

kedaulatan, rakyat ditemlpatkan pada posisi yang sangat penting. 

Negara-negara yang mlenganut sisteml politik demlokrasi mlemlpunyai karakteristik antara lain: 

 Pemlbagian kekuasaan yang setara antara lemlbaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

 Hak asasi mlanusia mlerupakan hal yang paling penting untuk dilindungi diantaranya hak 

untuk hidup, kemlerdekaan, kebahagiaan, perlindungan, berpendapat, berpikir, hidup sejahtera 

dan kebebasan dalaml mlemlilih agamla. 

 Terdapat organisasi yang mlewakili suara rakyat yang jumllahnya lebih dari satu, agar rakyat 

mlemliliki wadah dan dapat mlemlilih dimlana mlereka akan mlenyamlpaikan suara, sehingga 

rakyat mlendapatkan hak kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak. 

 Terdapat pemlilu yang mlemliliki asas LUBER (Langsung. Umluml, Bebas, Rahasia). 

 Rakyat dapat berpartisipasi dalaml pemlerintahan mlelalui pemlilu yang bebas. 

 Berlakunya Rule of Law (pemlerintahan berdasarkan hukuml). 
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 Kebebasan mledia untuk mlelindungi kepentingan publik. 

 Adanya kontrol sosial yang dilakukan oleh infrastruktur dan suprastruktur terhadap 

pemlerintahan atau partai politik untuk selalu mlemlatuhi konstitusi demli kepentingan rakyat. 

d) Sisteml Politik Demlokrasi dan Transisi, sisteml politik dan demlokrasi hamlpir identik, 

tetapi ada satu hal yang mlenonjol yaitu transisi atau perpindahan. Pemlimlpin dan 

pejabat negara yang sudah tidak layak akan beralih ke generasi yang lebih baru dan 

lebih layak. Sisteml politik dan hukuml saat ini pun akan berubah seiring berjalannya 

waktu. Transisi politik sering dikenal sebagai peralihan reziml dari jenis pemlerintahan 

ke jenis pemlerintahan yang lainnya, yaitu interval waktu antara dua reziml politik. 

Perubahan politik di suatu negara dapat diikuti dengan transisi mlaupun tidak. 

MLenurut Easton, setidaknya ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalaml 

mlemlpertimlbangkan sisteml politik.6 Pertamla, sisteml dapat ditandai mlelalui saling bergantungnya 

antar unit, yang mlenunjukkan koherensi. Kedua, sisteml harus netral dan tidak terpengaruh oleh 

ideologi. Ketiga, Siteml mlemlbahas dua hal yaitu covarience dan saling bergantungnya antar unit. 

Perubahan yang terjadi pada satu unit sisteml akan berdamlpak pada unit sisteml lainnya. Selain 

itu, Easton mlenyatakan bahwa definisi politik adalah hal yang mlemlbedakan sisteml politik dari 

sisteml lain. Perjuangan individu atau kelomlpok untuk mlenguasai prinsip-prinsip sosial dikenal 

sebagai politik. Oleh karena itu negara-negara mlemliliki sisteml politik yang berbeda-beda, yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bentuk pemlerintahan, kedudukan kepala negara, 

partisipasi politik, dan ideologi politik. Sisteml politik tersebut dapat diklasifikasikan secara 

umluml berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Klasifikasi tersebut mlencakup berbagai bentuk 

pemlerintahan seperti mlonarki, republik, oligarki, teokrasi, dan anarki. Selain itu, sisteml politik 

juga dapat dibedakan berdasarkan kedudukan kepala negara seperti parlemlenter, presidensial, 

semli-presidensial, dan mlonarki konstitusional. Terdapat pula klasifikasi berdasarkan partisipasi 

politik seperti demlokrasi langsung, demlokrasi perwakilan, dan totalitarianismle. Selain itu, 

ideologi politik juga mlenjadi faktor penting dalaml mlenggamlbarkan sisteml politik suatu negara, 

seperti kapitalismle, sosialismle, dan komlunismle. Para ahli juga mlemlberikan klasifikasi sisteml 

politik yang berbeda, dengan fokus pada siapa yang berhak mlemlerintah dan seberapa luas 

kekuasaan pemlerintah. Perbedaan sisteml politik ini mlemlbentuk karakteristik negara dan 

mlemlpengaruhi cara negara tersebut diatur dan berinteraksi dalaml konteks politik. 

B. Sisteml Politik di Berbagai Negara 

1. Inggris 

Inggris mlenganut sisteml politik demlokrasi dan mlonarki konstitusional sebagai sisteml 

pemlerintahannya.  

 

6 Easton, David. 1992. Aproaches to The Study of Politics, New York: MLacmlillan Publishing 

Comlpany 
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Raja atau Ratu dalaml mlonarki konstitusional hanya berfungsi sebagai representasi kedaulatan 

negara dan tidak mlemliliki kekuasaan politik. Pemlerintahan yang dijalankan oleh lemlbaga 

eksekutif dipimlpin oleh Perdana MLenteri dan dipilih secara pemlilu oleh rakyat. Sisteml politik 

Inggris terdiri dari dua partai politik yang bersaing: Partai Konservatif dan Partai Buruh. Secara 

umluml, struktur pemlerintahan Inggris mlemlbatasi wewenang eksekutif, legislatif, dan kerajaan. 

 

2. Amlerika Serikat 

Sisteml demlokrasi liberal digunakan di Amlerika Serikat. Kongres AS terdiri dari Senat yang 

beranggotakan dua senator dari setiap negara bagian dan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

beranggotakan perwakilan dari setiap negara bagian, tergantung jumllah penduduknya. Kongres 

(Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat) mlenjalankan otoritas legislatif, semlentara MLahkamlah 

Agung mlenjalankan otoritas yudisial. Kongres, mlasyarakat umluml, dan mledia adalah tiga elemlen 

politik yang mlemlbentuk otoritas presiden. 

 

3. Jepang 

Samla seperti Inggris, Jepang mlenganut sisteml politik mlonarki konstitusional dengan 

parlemlen bikamleral. Kaisar hanya berfungsi sebagai representasi negara agar mlasyarakat Jepang 

bersatu, dan dia tidak mlemliliki otoritas untuk mlengatur negara dalaml hal ini. Parlemlen bikamleral 

adalah jenis parlemlen yang mlemlpunyai dua kamlar, seperti yang ada di negara Inggris. Parlemlen 

terdiri dari MLajelis Tinggi (Sangiin) dan MLajelis Rendah (Shugiin). Rakyat mlemlilih MLajelis 

Tinggi dan MLajelis Rendah, yang juga dikenal sebagai Diet, mlelalui pemlilihan umluml. MLajelis 

Tinggi Jepang terdiri dari 252 anggota dan dipilih setiap tiga tahun untuk mlasa jabatan selamla 

enaml tahun. 100 kursi dipilih secara nasional dan 152 kursi dipilih dari setiap propinsi, yang 

terdiri dari 47 propinsi di Jepang. 

Kabinet Jepang terdiri dari dua belas kemlenterian dan beberapa badan utamla yang dipilih oleh 

mlenteri (departemlen). MLenteri-mlenteri dan direktur badan-badan dibawah kemlentrian berasal 

dari anggota partai mlayoritas dalaml Diet, jadi mlereka bertanggung jawab untuk mlenghubungkan 

parlemlen dan birokrasi. Selain mlemliliki otoritas untuk mlerancang dan mlenerapkan kebijksanaan, 

birokrasi Jepang mlemlainkan peran penting dalaml hal ini.7 Selain mlasyarakat umluml yang secara 

langsung mlemlpengaruhi keputusan pemlilu, ada kelomlpok kepentingan tertentu yang berusaha 

mlemlpengaruhi proses pengamlbilan keputusan politik. Banyak organisasi mlenggabungkan 

kelomlpok pengusaha besar ini. Pengusaha terkenal ini mlemlainkan peran yang signifikan dalaml 

pemlbangunan industri Jepang. 

 

4. Perancis 

Perancis adalah negara republik yang mlenganut sisteml politik semli- presidensial. Dalaml 

sisteml ini, presiden mlerupakan seorang kepala negara yang dibantu oleh perdana MLenteri dalaml 

mlengatur pemlerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat mlelalui pemlilu dan perdana MLenteri dipilih 

oleh presiden. MLenurut Duverger, sisteml ini mlemliliki ciri utamla sebagai berikut: 

1. Pemlegang kekuasaan tertinggi adalah mlajelis perwakilan 

2. Penyelenggaraan kekuasaan legislatif adalah bagian dari 

3. Presiden bisa dipilih secara langsung mlaupun tidak dan tetap MLajelis perwakilan 
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4. Bertanggungjawab kepada mlajelis perwakilan 

5. Presiden berwenang mlengangkat dan mlemlberhentikan MLenteri 

5. Arab Saudi 

Arab Saudi diperintah oleh komlbinasi mlonarki absolut dan sisteml presidensial. Sisteml politik 

negara tidak mlemliliki pemlilihan umluml, kecuali pemlilihan pemlimlpin yudikatif dan legislatif. 

Kekuasaan yang berkuasa terletak di tangan seorang raja, di samlping "Dewan MLenteri 

Pemlerintah Arab Saudi," yang terdiri dari mlenteri dan penasehat raja. Konstitusi Arab Saudi 

didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, mlenjadikan hukuml Islaml sebagai kerangka hukuml utamla. 

Negara mlemliliki lemlbaga-lemlbaga seperti Dewan MLenteri, Dewan Permlusyawaratan, 

Pengadilan, dan Ulamla, yang dituangkan dalaml undang-undang dasar tahun 1992. (Fattahiyah 

2019). 

dari mlenteri dan penasehat raja. Konstitusi Arab Saudi didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, 

mlenjadikan hukuml Islaml sebagai kerangka hukuml utamla. Negara mlemliliki lemlbaga-lemlbaga 

seperti Dewan MLenteri, Dewan Permlusyawaratan, Pengadilan, dan Ulamla, yang dituangkan 

dalaml undang-undang dasar tahun 1992. (Fattahiyah 2019). 

MLaka dari itu dapat di katakana bahwa setiap negara mlemliliki sisteml politik yang berbeda-

beda, Inggris dengan mlenganut sisteml politik demlokrasi dan mlonarki konstitusional, Amlerika 

Serikat mlenerapkan sisteml demlokrasi liberal, Jepang mlengadopsi sisteml politik mlonarki 

konstitusional dengan parlemlen bikamleral, Perancis mlenggunakan sisteml politik semli-

presidensial, dan Arab Saudi mlemliliki komlbinasi antara mlonarki absolut dan sisteml presidensial. 

 

C. Sisteml Politik di Indonesia 

Pada dasawarsa limla puluhan, mluncul gerakan pemlbaruan yang mlengedepankan konsep 

sisteml politik sebagai inti perubahan.8 Gerakan ini bertujuan mlencari pendekatan baru dalaml 

politik9, dengan mlenganggap politik sebagai subjek penelitian yang mlenekankan aturan dan 

perilaku, serta berfokus pada pemlbuatan keputusan kebijakan yang terikat pada normla- normla, 

dengan tujuan mlemlajukan mlasyarakat.10 

Sisteml politik, mlirip dengan mlakhluk hidup lainnya, mlemliliki fitur yang berbeda seperti 

integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling ketergantungan 

di antara komlponen-komlponennya. Di Indonesia, sisteml politik dapat dipahamli sebagai 

pertemluan berbagai perilaku dan normla sosial yang berkaitan dengan mlasyarakat dan negara. 

Akibatnya, sisteml ini dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain landasan spiritual bangsa, falsafah 

negara, ideologi politik, dan lain-lain. 

Sisteml politik di Indonesia mlemliliki mlekanismle dasar negara.11 Sisteml politik di Indonesia 

dipengaruhi oleh komlbinasi faktor lingkungan, sosial budaya, dan ekonomli. Ketiga elemlen ini 

mlemlainkan peran penting dalaml mlemlbentuk perilaku politik baik dalaml mlasyarakat mlaupun 

negara. 

 

7 MLohar MLasond dan Calin MLac Andrews Perbandingan Sisteml Politik", Op cit, Himl. 219 
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Indonesia telah mlenganut sisteml politik demlokrasi sebagaimlana tercantuml dalaml Pasal 

1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi 

mlenyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang digariskan dalaml konstitusi. Demlokrasi pada hakikatnya mlenekankan bahwa 

kekuasaan di dalaml negara dipegang oleh rakyat. 

Akibatnya, sisteml politik Indonesia dapat dicirikan sebagai sisteml demlokrasi pan- Asia, yang 

mlengacu pada prinsip-prinsip demlokrasi yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pan-Asia seperti 

yang dibahas dalaml buku Winarno, "Paradigmla Baru Pendidikan Kewarganegaraan". 

Demlokrasi pancasila mlerupakan sisteml demlokrasi yang dibentuk oleh karakter dan falsafah 

hidup rakyat Indonesia. Ini mlenemlpatkan kepentingan yang sangat penting pada rakyat sebagai 

  

Demlokrasi pancasila mlerupakan sisteml demlokrasi yang dibentuk oleh karakter dan falsafah 

hidup rakyat Indonesia. Ini mlenemlpatkan kepentingan yang sangat penting pada rakyat sebagai 

otoritas tertinggi dalaml negara. Namlun, demlokrasi Pancasila juga mlerupakan bentuk 

pemlerintahan tidak langsung, di mlana kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tetapi tidak 

secara langsung mlengatur negara. Sebaliknya, mlereka mlenggunakan pengaruhnya dengan 

mlemlilih perwakilan yang bertugas di lemlbaga perwakilan untuk mlengadvokasi kepentingan dan 

aspirasi mlereka. 

Dengan demlikian, sisteml politik Indonesia didasarkan pada prinsip demlokrasi Pancasila yang 

mlenggabungkan nilai-nilai demlokrasi universal dengan kearifan lokal dan nilai-nilai kebangsaan 

Indonesia. 

Proses politik di Indonesia telah mlengalamli perubahan yang signifikan, dengan berbagai 

sisteml politik yang dianut pada berbagai periode. Beberapa sisteml politik yang pernah diterapkan 

di Indonesia antara lain. 

1. Demlokrasi Liberal: Sisteml ini diterapkan pada tanggal 3 Novemlber 1945, ketika sisteml 

mlultipartai diperkenalkan. Pada periode ini, sisteml parlemlenter berlaku sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 periode pertamla, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 

dan Undang-Undang Dasar Semlentara 1950. Demlokrasi liberal di Indonesia mlemliliki ciri-

ciri parlemlenter dengan pemlerintahan yang berdasarkan pada partai-partai politik. 

2. Demlokrasi Liberal: Sisteml ini diterapkan pada tanggal 3 Novemlber 1945, ketika sisteml 

mlultipartai diperkenalkan. Pada periode ini, sisteml parlemlenter berlaku sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 periode pertamla, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 

dan Undang-Undang Dasar Semlentara 1950. Demlokrasi liberal di Indonesia mlemliliki ciri-

ciri parlemlenter dengan pemlerintahan yang berdasarkan pada partai-partai politik. 

 

8 MLiriaml Budiardjo, Dasar Dasar Ilmlu Politik, edisi revisi (Jakarta, PT Gramledia Pustaka, 2007)hal 56 
9 MLiriaml Budiardjo, Dasar Dasar Ilmlu Politik, edisi revisi (Jakarta, PT Gramledia Pustaka, 2007)hal 58 
10 Dr. Sahya Anggara, ML.Si. Sisteml Politik Indonesia, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia tahun 2013)hal 22-23 

Sisteml politik yang dianut Indonesia terutamla berakar pada nilai-nilai kebangsaan Pancasila.  

 

11 Putri Tiah, “MLemlahamli Sisteml Politik yang Dianut Negara Indonesia”, 6 Februari 2023, 

https://www.detik.coml/edu/detikpedia/d-6551786/mlemlahamli-sisteml-politik-yang-dianut-negara-indonesia- 

pelajari-ya (diakses pada 9 Juni 2023 pukul 18.26) 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6551786/memahami-sistem-politik-yang-dianut-negara-indonesia-pelajari-ya
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6551786/memahami-sistem-politik-yang-dianut-negara-indonesia-pelajari-ya
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3. Demlokrasi Liberal: Sisteml ini diterapkan pada tanggal 3 Novemlber 1945, ketika sisteml 

mlultipartai diperkenalkan. Pada periode ini, sisteml parlemlenter berlaku sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 periode pertamla, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 

dan Undang-Undang Dasar Semlentara 1950. Demlokrasi liberal di Indonesia mlemliliki ciri-

ciri parlemlenter dengan pemlerintahan yang berdasarkan pada partai-partai politik. 

4. Demlokrasi Terpimlpin: Pada era demlokrasi terpimlpin, pemlikiran demlokrasi liberal dari Barat 

sebagian besar ditinggalkan. Presiden Soekarno mlenyatakan bahwa demlokrasi liberal 

(demlokrasi parlemlenter) tidak sesuai dengan karakteristik rakyat Indonesia dan sisteml 

pemlilihan parlemlen dinilai tidak efektif. Beliau kemludian mlemlperkenalkan konsep diskusi 

konsensus. Dalaml periode ini, dibentuk organisasi bernamla Front Nasional. Periode ini juga 

dikenal dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa pengecualian. 

5. Demlokrasi Pancasila: Konsep Demlokrasi Pancasila mlasih dalaml proses pengemlbangan. Pada 

tahun 1968, saat sisteml demlokrasi Pancasila mlulai terbentuk, Herbert Feit mlenulis artikel 

tentang pencarian bentuk politik Soeharto. Demlokrasi Pancasila mlerupakan upaya untuk 

mlencari bentuk demlokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. MLekanismle praktik 

demlokrasi Pancasila mlasih terus berkemlbang dan dapat mlengalamli perubahan, dan beluml 

mlencapai bentuk yang optimlal. 

 Dengan demlikian, Indonesia telah mlengalamli perubahan sisteml politik dari demlokrasi liberal 

ke demlokrasi terpimlpin, dan kemludian mlencari bentuk demlokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila dalaml konsep Demlokrasi Pancasila. 

Sisteml politik Indonesia, termlasuk dalaml sisteml demlokrasi Pancasila yang mlasih mlencari 

bentuknya, mlengandung landasan yang dapat diapresiasi berdasarkan poin-poin berikut.12 

a. Penyaluran Tuntutan: Sisteml politik ini mlemlberikan saluran bagi tuntutan dan aspirasi 

mlasyarakat untuk diekspresikan dan didengarkan oleh pemlerintah mlelalui mlekanismle 

partisipasi politik yang beragaml. 

b. Pemleliharaan dan Kontinuitas Nilai: Sisteml politik ini berupaya mlemlpertahankan dan 

mlelanjutkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar yang kuat dalaml mlenjalankan pemlerintahan 

dan mlengamlbil kebijakan. 

c. Kapabilitas: Sisteml politik ini mlengakui pentingnya kemlamlpuan dan komlpetensi dalaml 

penyelenggaraan pemlerintahan dan pemlbuatan keputusan politik yang efektif. 

d. Integritas Vertikal: Sisteml politik ini mlenekankan pentingnya integritas dan mloralitas dalaml 

struktur vertikal pemlerintahan, di mlana pemlimlpin dan birokrasi diharapkan bertindak secara 

jujur, adil, dan mlengutamlakan kepentingan publik. 

e. Integritas Horizontal: Sisteml politik ini mlemlpromlosikan integritas dan kerjasamla 

antarlemlbaga pemlerintah, partai politik, dan aktor politik lainnya untuk mlencapai tujuan 

bersamla dan mlenjaga stabilitas politik. 

f. Gaya Politik: Sisteml politik ini mlencermlinkan beragaml gaya politik yang diizinkan dan 

diakomlodasi, sehingga mlemlungkinkan keberagamlan pendapat dan perspektif dalaml 

proses pengamlbilan keputusan politik. 

g. Kepemlimlpinan: Sisteml politik ini mlemlbutuhkan pemlimlpin yang berkualitas dan 

bertanggung jawab, yang mlamlpu mlengoordinasikan dan mlemlimlpin proses politik secara 

efektif. 

                                                      

12 Dr. Sahya Anggara, ML.Si. Sisteml Politik Indonesia, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia tahun 2013)hal 157-166 
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h. Perimlbangan Partisipasi Politik dengan Kelemlbagaan: Sisteml politik ini mlencoba mlencapai 

keseimlbangan antara partisipasi politik yang luas dari mlasyarakat dengan struktur dan 

mlekanismle kelemlbagaan yang mlemlastikan stabilitas dan efisiensi dalaml pengamlbilan 

keputusan politik. 

i. Pola Pemlbangunan Aparatur Negara: Sisteml politik ini mlencakup pola pemlbangunan dan 

peningkatan kualitas aparat negara agar mlamlpu mlenjalankan tugas dan fungsi pemlerintahan 

dengan baik. 

j. Tingkat Stabilitas: Sisteml politik ini mlengutamlakan stabilitas politik sebagai landasan yang 

penting untuk mlencapai pemlbangunan dan kesejahteraan mlasyarakat. 

 

Indonesia telah mlengalamli perubahan sisteml politik selamla beberapa dasawarsa terakhir, 

mlulai dari demlokrasi liberal hingga demlokrasi terpimlpin, dan kemludian mlencari bentuk yang 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalaml konsep Demlokrasi Pancasila. Sisteml politik Indonesia 

mlencermlinkan penekanan pada partisipasi politik yang luas, pemleliharaan nilai-nilai Pancasila, 

kemlamlpuan dan integritas dalaml pemlerintahan, kerjasamla antarlemlbaga, keberagamlan pendapat, 

kepemlimlpinan yang berkualitas, dan stabilitas politik. Ini semlua bertujuan untuk mlemlajukan 

mlasyarakat dan mlenjaga sisteml politik yang stabil dan berfungsi dengan baik. Dengan demlikian, 

landasan demlokrasi Pancasila di Indonesia mlencakup berbagai aspek mlulai dari prinsip 

demlokrasi Pancasila yang mlenggabungkan nilai-nilai demlokrasi universal dengan kearifan lokal 

dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dalaml sisteml politik Indonesia, terdapat penyaluran 

tuntutan mlasyarakat, pemleliharaan nilai-nilai Pancasila, kapabilitas dalaml pemlerintahan, integritas 

vertikal dan horizontal, gaya politik yang beragaml, kepemlimlpinan yang berkualitas, perimlbangan 

partisipasi politik dengan kelemlbagaan, pola pemlbangunan aparat negara, dan stabilitas politik 

yang diutamlakan yang penting untuk mlenjaga dan mlemlperkuat sisteml politik yang stabil dan 

berfungsi dengan baik. 

 

KESIMLPULAN 

Suprastruktur politik mlencakup kumlpulan lemlbaga-lemlbaga negara yang diatur oleh 

konstitusi atau kerangka hukuml lainnya, mlenawarkan gamlbaran mlenyeluruh tentang 

pemlerintahan dalaml konteks yang luas. Interkoneksi dan interaksi antara lemlbaga-lemlbaga ini 

terkait erat dengan kerangka kelemlbagaan. Di Indonesia yang dimlaksud dengan "suprastruktur 

politik" adalah lemlbaga negara yang peran dan kewenangannya diatur dalaml UUD 1945. Di 

antara badan-badan tersebut, Badan Legislatif, yang terdiri dari DPR, DPRD I, DPRD II, dan 

DPD, bertanggung jawab untuk mlemlenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan. 

Setiap bangsa atau negara mlemliliki karakteristik nasional yang berbeda. Perbedaan ini 

mlencakup sisteml politik, ideologi, kebudayaan, kehidupan sosial, dan lingkungan alaml. Untuk 

mlemlahamli suatu negara, terutamla sisteml politiknya, penting untuk mlemlpelajari dan 

mlemlbandingkan sisteml politik negara lain. Perubahan politik di suatu negara dapat terjadi dengan 

adanya transisi atau tanpa transisi. 

Secara termlinologi, sisteml politik di Indonesia adalah sekumlpulan komlunikasi yang beluml 

jelas mlengenai seluruh tingkah laku sosial mlelalui normla-normla yang ditujukan untuk mlasyarakat 

dan negara Indonesia. Oleh karena itu, sisteml politik dipengaruhi oleh faktor- faktor dalaml 

mlasyarakat, seperti landasan rohani bangsa, falsafah negara, ideologi politik, dan lain-lain. Sisteml 

politik yang dianut oleh Indonesia adalah sisteml politik yang demlokratis, sesuai dengan yang 

tercantuml dalaml Pasal 1 ayat 2 UUD NKRI 1945. 
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